
e-ISSN 2963-4091 
DOI 10.20884/1.maiyah.2024.3.1.11529 

  
 

 52  Jurnal Maiyah Vol.3(1) 2024: 52-62 
 

 

Manfaat Keberadaan Hukum Adat dalam Mengelola Sumber daya 
Perikanan di Beberapa Tempat di Indonesia: Kajian Literatur 

The Benefits of the Customary Law Existence in Managing Fisheries 
Resources in Several Places in Indonesia: Literature Review  

Fitri Afina Radityani1*, Aulia Rahmi Utami1, Sella Oktavia1, Kiran Lavanya Wati1, Muzi 
Muzahidi1, Siti Nurasiyah1 

 
1 Program Studi Ilmu Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

*Corresponding Author: fitriafinaradityani@untirta.ac.id  

Diterima: 03 Maret 2023 Disetujui: 30 Maret 2024 

ABSTRAK 

Keanekaragaman budaya dan hukum adat di Indonesia tercermin dalam pengelolaan sumber daya 

perikanan. Namun saat ini keberadaan hukum adat sudah mulai tidak dilirik oleh masyarakat sekitar. 

Tidak hanya itu, demi berjalannya pembangunan nasional, tidak jarang pemerintah daerah mengikis 

wilayah adat tanpa mengkaji lebih dalam mengenai wilayah-wilayah larangan karena minimnya 

pengetahuan mengenai manfaat dari keberadaan hukum adat beserta masyarakatnya. Oleh karena itu 

diharapkan kajian ini dapat membantu munculnya integrasi yang lebih baik antara pemerintah dengan 

para pemangku adat dalam memutuskan peraturan daerah agar upaya pelestarian lingkungan dapat 

berlangsung lebih mudah tanpa merugikan pihak mana pun. Metode yang digunakan dalam  penelitian 

ini adalah metode kualitatif berupa kajian literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ciri 

khas hingga keberhasilan hukum-hukum adat dalam melestarikan sumber daya alam di Indonesia dan 

tantangan menghadapi arus globalisasi saat ini. Beberapa hukum adat yang masih berfungsi dalam 

mengelola ekosistem perairan di Indonesia antara lain hukum adat Sasi di Maluku, hukum adat Laot 

dan lembaga Panglima Laot di Aceh, hukum adat Awig-awig di Lombok, dan hukum adat Masa ombo 

di Sulawesi Tengah. Salah satu upaya yang telah dilakukan agar hukum-hukum adat tersebut dapat 

tetap lestari adalah dengan menggabungkan aturan adat ke dalam peraturan perundang-undangan 

Negara. 

Kata Kunci: Hukum adat, pengelolaan, Sumber Daya Perikanan 

ABSTRACT 

The diversity of cultures and customary laws in Indonesia is reflected in the management of fisheries 
resources. However, currently the existence of customary law has begun to be overlooked by local 
communities. Not only that, for the sake of national development, it is not uncommon for local 
governments to erode customary territories without studying in more depth the prohibited areas due to 
a lack of knowledge regarding the benefits of the existence of customary law and its communities. 
Therefore, it is hoped that this study can help the emergence of better integration between the 
government and traditional stakeholders in deciding regional regulations so that environmental 
conservation efforts can take place more easily without harming any party. The method used in this 
research is a qualitative method in the form of a literature review. This research aims to identify the 
characteristics and success of customary laws in conserving natural resources in Indonesia and the 
challenges facing current globalization. Some customary laws that still function in managing aquatic 
ecosystems in Indonesia include Sasi customary law in Maluku, Laot customary law and the Panglima 
laot institution in Aceh, Awig-awig customary law in Lombok, and Masa ombo customary law in Central 
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Sulawesi. One of the efforts that has been made so that these customary laws can remain sustainable 
is by incorporating customary rules into state legislation. 

Keywords: Customary Law, Fisheries, Local Culture 

, 

PENDAHULUAN 

Sumber daya perikanan merupakan 

sumber daya yang dapat diperbaharui, 

namun stok dan keberadaannya terbatas 

(Tobing dan Kennedy 2017). Indonesia 

merupakan negara kepulauan yang 

memiliki banyak budaya dan adat istiadat 

(Susylawati 2009). Keberagaman suku dan 

adat istiadat di Indonesia memunculkan 

banyak hukum adat yang berbeda-beda 

terutama mengenai hukum adat dalam 

mengelola sumber daya perikanan. Hukum 

adat merupakan kesepakatan suatu 

kelompok masyarakat adat yang 

bersumber dari cerminan nilai-nilai luhur 

yang dianut oleh nenek moyang 

masyarakat tersebut dan bersifat elastis, 

sehingga mudah beradaptasi dengan 

perkembangan zaman (Wijdan 2021). 

Keberadaan hukum adat dan masyarakat 

adat di suatu wilayah merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, 

karena masyarakat adat merupakan agen 

yang mengatur agar hukum adat di 

wilayahnya bisa tetap ditegakkan secara 

dinamis mengikuti perkembangan zaman 

(Sugiswati 2012).  

Adanya upaya eksplorasi keberadaan 

hukum dan masyarakat adat di Indonesia 

diharapkan dapat menambah wawasan 

bahwa hukum adat yang berlaku selama ini 

telah mampu membantu melestarikan 

sumber daya alam di Indonesia. Namun 

saat ini keberadaan hukum adat sudah 

mulai tidak dilirik oleh masyarakat sekitar. 

Tidak hanya itu, demi berjalannya 

pembangunan nasional, tidak jarang 

pemerintah daerah mengikis wilayah adat 

tanpa mengkaji lebih dalam mengenai 

wilayah-wilayah larangan karena minimnya 

pengetahuan mengenai manfaat dari 

keberadaan hukum adat beserta 

masyarakatnya. Oleh karena itu 

diharapkan kajian ini dapat membantu 

munculnya integrasi yang lebih baik antara 

pemerintah dengan para pemangku adat 

dalam memutuskan peraturan daerah agar 

upaya pelestarian lingkungan dapat 

berlangsung lebih mudah tanpa merugikan 

pihak manapun. Tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 

ciri khas hingga keberhasilan hukum-

hukum adat dalam melestarikan sumber 

daya alam di Indonesia dan tantangan 

menghadapi arus globalisasi saat ini. 

Adapun beberapa hukum adat yang akan 

dibahas pada artikel ini yaitu hukum adat 

Sasi di Maluku, hukum adat Laot dan 

lembaga Panglima Laot di Aceh, hukum 

Awig-awig di Lombok, dan hukum adat 

Masa ombo di Sulawesi Tengah. 

 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam artikel ini adalah metode penelitian 

kualitatif, yaitu metode pengambilan data 

berdasarkan hasil studi literatur atau studi 

pustaka. Seluruh literatur yang diperoleh 

harus teruji terlebih dahulu validitasnya 

(Adlini et al. 2022 dan Sugiyono 2019). 

Analisis dilakukan dengan 

membandingkan berbagai peraturan 

hukum adat dalam mengelola sumberdaya 

perikanan di beberapa daerah di 

Indonesia. Pada penelitian ini digunakan 

literatur dari berbagai sumber kajian 

mengenai hukum adat Sasi di Maluku, 

hukum adat Laot dan lembaga Panglima 

Laot di Aceh, hukum adat Awig-awig di 

Lombok, dan hukum adat Masa Ombo di 

Sulawesi Tengah. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hukum Adat Sasi kali dan laut di Maluku 

Sasi merupakan sebutan hukum adat 

yang berasal dari kata "sanksi" (larangan). 
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Hukum adat Sasi di Maluku telah berlaku 

sejak abad ke-15 dengan berbagai macam 

perkembangan di setiap periode 

kepemimpinan raja saat itu (Satria dan 

Mony 2019). Terdapat beberapa jenis sasi 

yang diterapkan di Maluku, yaitu sasi darat 

atau sasi hutan, sasi laut, sasi sungai atau 

kali, dan sasi dalam negeri (Alvayedo dan 

Erliyana 2022; Anisa dan Surtikanti 2024). 

Pada kajian ini kami hanya akan 

membahas mengenai Sasi laut.  

Sasi laut merupakan hukum adat yang 

berlaku di masyarakat pantai di Maluku 

agar sumber daya ikan yang dimanfaatkan 

tetap lestari dan tidak cepat habis atau 

rusak. Menurut Kennedy et al. (2019) Sasi 

laut merupakan sistem buka tutup 

pemanfaatan sumber daya laut tertentu 

yang berlaku secara turun menurun dan 

dikelola secara tradisional. Umumnya Sasi 

laut mengatur jenis hasil laut yang boleh 

diambil, waktu buka tutup lokasi, 

pembagian lokasi pemanfaatan, 

pembagian kelompok yang boleh 

memanfaatkan dan pemberian sanksi 

apabila suatu kelompok melanggar aturan. 

Aturan yang disepakati dalam hukum Sasi 

laut didasarkan pada pengetahuan 

masyarakat tentang waktu pemanenan 

atau penangkapan hasil laut tanpa 

mengganggu siklus hidupnya sehingga 

masyarakat bisa mendapatkan hasil yang 

maksimal (Kissya 2013).  Tidak berbeda 

dengan sasi laut, sasi kali juga berfungsi 

untuk melestarikan sumber daya ikan yang 

berada di sungai, terutama ikan lompa 

(Thryssa baelama) yang merupakan 

makanan sehari-hari masyarakat Maluku 

dan juga berfungsi sebagai umpan untuk 

menangkap ikan yang lebih besar di laut 

(Anisa dan Surtikanti 2024). Adapun dalam 

pelaksanaan Sasi kali dan Sasi laut sering 

kali beriringan. 

Dikenal dua istilah dalam Sasi yang erat 

hubungannya dengan penentuan waktu 

pelaksanaan Sasi, yaitu buka Sasi dan 

tutup Sasi. Adapun waktu pelaksanaan 

Sasi laut di setiap daerah di Maluku 

berbeda-beda, bergantung pada hasil 

kesepakatan rapat yang dihadiri oleh 

lembaga Kewang, Raja, Saniri Negeri, dan 

tokoh agama (Alvayedo dan Erliyana 

2022). Alvayedo dan Erliyana (2022) juga 

menyampaikan bahwa alasan 

dilakukannya pembukaan Sasi adalah 

karena adanya permintaan pasar dan 

kebutuhan konsumsi harian masyarakat, 

serta adanya keperluan untuk perbaikan 

infrastruktur yang baru bisa dipenuhi jika 

para nelayan diizinkan menangkap dan 

menjual ikannya kemudian sebagian hasil 

penjualannya digunakan untuk membantu 

keperluan sosial. Hal yang cukup menarik 

dari pembagian hasil penjualan ikan pada 

saat buka Sasi adalah bagian yang akan 

diberikan untuk keperluan rumah ibadah 

(masjid, gereja), raja, kewang, anak yatim 

piatu, para janda lebih besar dua kali lipat 

dari yang dibagikan kepada masyarakat 

umum (Alvayedo dan Erliyana 2022). 

Selain itu, di dalam aturan hukum Sasi 

juga diatur mengenai jenis alat tangkap 

yang digunakan hingga pembatasan 

aktivitas di sekitar area Sasi, seperti 

perahu bermotor hanya boleh digunakan 

tanpa menghidupkan mesin, masyarakat 

juga dilarang mencuci bahan dapur serta 

pakaian di sekitar area sasi (Satria dan 

Mony 2019; Anisa dan Surtikanti 2024). 

Alat tangkap yang diizinkan kepala adat 

untuk digunakan terbatas pada alat 

tangkap handline (Satria dan Mony 2019).  

Bagi kelompok yang melanggar aturan 

Sasi akan dijatuhi sanksi spiritual dan 

sanksi komunitas, seperti membayar 

denda uang, membersihkan desa atau 

tempat ibadah, dikucilkan masyarakat, 

serta kepercayaan bahwa pelanggar 

hukum Sasi dapat terkena penyakit parah 

hingga mengalami kematian (Alvayedo 

dan Erliyana 2022). Menurut Estradivari et 

al. (2015) sanksi bagi kelompok yang 

melanggar hukum Sasi bersifat normatif 

(teguran dari pemimpin adat) dan nominal 

(sanksi berupa denda yang besarannya 

diatur oleh peraturan adat atau desa).  
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Kondisi hukum Sasi dahulu masih 

sangat teratur dan terjaga. Menurut 

Kennedy et al. (2019) Provinsi Maluku 

sempat dijadikan sebagai Lumbung Ikan 

Nasional oleh pemerintah, aturan-aturan 

yang diterapkan saat itu masih sederhana, 

karena masih bersifat tradisional. Menurut 

Rangowat (2022) beberapa ketentuan 

yang berubah pada peraturan Sasi laut 

antara lain adanya larangan menangkap 

ikan menggunakan jaring mata halus atau 

saat ini dikenal dengan nama  “jaring 

karoro” yaitu sejenis jaring pukat 

harimau/trawl. Selain itu, dahulu untuk 

menggerakan perahu belum 

menggunakan mesin sedangkan sekarang 

sudah digunakan. Maka, dibuat peraturan 

yang berbunyi: “Dilarang berperahu motor 

dengan menghidupkan mesin ketika 

memasuki dalam kali”, maksudnya adalah 

masyarakat yang akan menangkap ikan di 

sekitar area sasi tidak boleh 

menghidupkan mesin perahu, agar ikan-

ikan yang sedang dalam proses memijah 

tidak terganggu (Anisa dan Surtikanti 

2024). Adapun sanksi berupa denda 

sejumlah uang tunai juga mengalami 

perubahan. Dahulu denda yang diberikan 

masih sangat kecil, namun sekarang 

denda yang diberikan semakin besar 

disesuaikan dengan kondisi perekonomian 

masyarakat saat ini. 

Selain kondisi peraturan Sasi yang 

mengalami perubahan, paradigma 

masyarakat terhadap hukum Sasi juga 

berubah. Masyarakat tradisional dahulu 

sangat patuh dan menghormati adat 

istiadat, namun dengan adanya pengaruh 

dari kemajuan teknologi dan arus 

globalisasi, generasi muda saat ini banyak 

yang sudah tidak lagi mematuhi atau 

bahkan meninggalkan adat istiadat mereka 

karena dianggap kuno dan tidak mengikuti 

zaman. Berkurangnya animo masyarakat 

dalam melaksanakan sasi tidak hanya 

berdampak pada penurunan stok ikan 

tetapi juga kualitas perekonomian keluarga 

nelayan yang menggantungkan mata 

pencahariannya pada kegiatan 

menangkap ikan (Karuna et al. 2019; 

Kennedy et al. 2019). 

Hukum Adat Laot dan Lembaga 

Panglima Laot di Daerah Istimewa 

Nanggroe Aceh Darussalam 

 

Panglima Laot merupakan pimpinan 

lembaga Laot di Aceh yang telah berlaku 

sejak tahun 1607 di bawah kepemimpinan 

Sultan Iskandar Muda, bertanggung jawab 

atas pelaksanaan pengelolaan wilayah 

pesisir dan laut, sehingga prinsip 

kelestarian lingkungan dapat terjamin serta 

semua hukum dan peraturan pemerintah 

dapat berjalan dengan baik. Keberadaan 

hukum adat laot beserta kewenangan 

Panglima Laot diatur dalam Qanun No 10 

tahun 2008. Dalam proses pengelolaan 

lingkungan pesisir dan laut, seorang 

Panglima Laot harus selalu berpegang 

teguh pada hukum adat Laot (Pranita et al. 

2021). Puspita (2017) menyampaikan 

bahwa hukum adat Laot berisi tentang 

aturan-aturan adat yang dipelihara dan 

dipertahankan oleh masyarakat nelayan 

demi menjaga ketertiban dalam 

penangkapan hasil laut dan menjamin 

kehidupan masyarakat nelayan di pantai. 

Wilayah kekuasaan Panglima Laot 

mulai dari wilayah pesisir pantai hingga ke 

laut lepas. Area pesisir pantai yang 

menjadi kewenangan Panglima Laot 

meliputi bineh pasie (tepi pantai), leun 

pukat (kawasan untuk tarik pukat darat), 

kuala dan teupien (tepian pendaratan 

perahu, baik di kawasan teluk maupun 

kuala), dan laot luah (laut lepas) (Puspita, 

2017). Hal-hal yang diatur dalam hukum 

adat Laot oleh Panglima Laot antara lain 

mengenai pembatasan jenis alat tangkap 

dan wilayah, teknis pelaksanaan sosial, 

serta aturan tertulis beserta sanksi (Sopar, 

Yulianda dan Maifizar 2023).  

Terdapat dua aturan utama dalam 

hukum adat Laot, yaitu aturan hari pantang 

laut dan adat pemeliharaan lingkungan 
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laut. Beberapa contoh aturan hari pantang 

melaut, yaitu (a) tiga hari pantang melaut 

setelah Kenduri Laot, terhitung sejak terbit 

matahari di hari kenduri hingga tenggelam 

matahari di hari ke tiga; (b) dilarang melaut 

di hari Jumat, terhitung sejak matahari 

tenggelam di hari Kamis hingga matahari 

tenggelam di hari Jumat; (c) larangan 

melaut selama 3 hari di hari raya Idul Fitri 

dan Idul Adha, terhitung sejak mata hari 

tenggelam di malam Idul Fitri dan Idul Adha 

hingga malam di hari ke-3 setelah Idul Fitri 

dan Idul Adha; (d) larangan melaut di hari 

Kemerdekaan Indonesia, dimulai sejak 

matahari tenggelam di tanggal 16 Agustus 

hingga matahari tenggelam di tanggal 17 

Agustus; (e) aturan terbaru sejak terjadinya 

tsunami di Aceh, maka setiap tanggal 26 

Desember diberlakukan larangan melaut; 

sedangkan adat pemeliharaan laut 

ditunjukkan dengan pelarangan 

menggunakan bom, racun, bius, listrik 

untuk menangkap ikan, larangan 

menebang pohon di pesisir pantai, 

larangan menangkap biota yang dilindungi, 

seperti lumba-lumba, penyu, dan lain-lain 

(Maulana 2023; Rizqi 2017). Disampaikan 

bahwa bagi pelanggar hukum adat Laot 

akan dikenakan sanksi berupa penyitaan 

seluruh hasil tangkapan dan pelarangan 

melaut selama 3-7 hari atau hasil 

tangkapan masyarakat akan diambil oleh 

Panglima Laot (Puspita 2017; Susetyo et 

al. 2023).  

Hukum adat Laot sudah diakui di dalam 

SK. Gubernur Aceh No 523/315/2000 

tentang Pengukuhan Panglima Laot di 

Aceh, sehingga hukum adat ini semakin 

kuat kedudukannya di masyarakat. 

Menurut Rizqi et al. (2017) eksistensi 

hukum adat Laot masih terjaga sampai 

saat ini, terutama semenjak peristiwa 

tsunami di Aceh, masyarakat pesisir 

semakin peduli dan berusaha untuk 

menjaga lingkungan pesisir dan laut. Meski 

dimikian, ditemukan adanya hambatan 

bagi Panglima Laot dalam menjalankan 

perannya. 

Agar hukum adat Laot tetap dapat 

diterapkan dengan baik,  pemerintah perlu 

melengkapi fasilitas sarana dan pra sarana 

sebagai alat dan lokasi terpusat yang dapat 

dimanfaatkan oleh kelompok nelayan dan 

Panglima Laot untuk bermusyawarah 

ketika terjadi masalah (Kelana 2018). 

Selain itu minimnya sosialisasi pemerintah 

terhadap standard operasional Panglima 

Laot memunculkan kesan bahwa 

keberadaan Panglima Laot tidak ada 

kemajuan, sehingga sangat baik jika 

Pemerintah juga memunculkan nilai-nilai 

kebermanfaatan dari keberadaan 

Panglima Laot di Aceh (Utami, Saputra, 

dan Putri 2019). 

Hukum Adat Awig-Awig di Lombok 

Timur 

Hukum adat awig-awig yang berlaku di 

Pulau Lombok tidak selalu sama di setiap 

daerah, karena setiap wilayah memiliki 

kelompok adat dengan permasalahan 

yang berbeda pula (Sari 2024). Awig-awig 

merupakan dokumen kesepakatan yang 

dibuat oleh masyarakat yang berbentuk 

piagam atau ditulis di atas daun lontar 

kemudian diberi tanda berupa tancapan 

kayu yang diikat pelepah atau daun 

khusus. Tanda ini kemudian ditempatkan 

di tengah sawah atau ladang sebagai 

tanda adanya larangan pemanfaatan 

wilayah tersebut (Hasani, 2014). Tujuan 

diberlakukannya hukum awig-awig adalah 

untuk mengatur jumlah pemanfaatan, 

mencegah serta mengatasi aktivitas 

destruktif dan konflik antar pengguna 

wilayah yang disertai dengan sanksi-

sanksi (Yasmini 2019). 

Aturan-aturan dalam awig-awig muncul 

karena adanya pertikaian atau sengketa 

dalam ketidakadilan mendapatkan hasil 

tangkapan. Seperti pada peristiwa di tahun 

1994, pembuatan aturan awig-awig diawali 

oleh adanya konflik antara nelayan 

tradisional yang menangkap ikan 

menggunakan alat tangkap sederhana 

dengan nelayan modern yang 
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menggunakan alat tangkap mini purse 

seine, sehingga dirumuskan aturan awig-

awig untuk mengatur waktu operasi mini 

purse seine pada jalur I beserta sanksi-

sanksinya. Ketentuan tersebut kemudian 

ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes) 

pada tanggal 14 November 1994 (Setiyono 

2016). Prof. Soerjono Soekanto dalam 

Yulianingsih, Simangunsong, dan Syahroni 

(2022) menyatakan bahwa terdapat 

setidaknya 4 komponen inti yang 

mendasari terbentuknya hukum awig-awig, 

yaitu 1) pengetahuan akan hukum atau 

aturan mengenai tingkah laku yang sudah 

dilegalkan dalam undang-undang tertulis; 

2) pemahaman mengenai isi peraturan 

tersebut; 3) sikap untuk cenderung 

menerima atau menolak atas dasar 

adanya penghargaan atau kesadaran 

hukum bahwa setiap aturan yang dibuat 

didasarkan pada asas kemanfaatan bagi 

kehidupan manusia, dalam hal ini sudah 

terlihat adanya apresiasi terhadap 

supremasi hukum; 4) adanya pola perilaku 

hukum terhadap aturan yang berlaku di 

masyarakat. Oleh karena itu tidak jarang 

pemerintah daerah memiliki kerjasama 

dengan Pemusungan selaku kepala adat 

yang bertugas di bagian pemerintahan 

desa guna menyosialisasikan aturan 

mengenai pembatasan eksploitasi sumber 

daya alam dan hayati oleh masyarakat. 

Praktik tradisi awig-awig masih kuat 

hingga kini, bahkan tradisi tersebut 

dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi 

Lombok untuk menciptakan suaka 

perikanan berbasis masyarakat. Beberapa 

aturan dalam awig-awig antara lain 

pembatasan jenis alat tangkap yang boleh 

digunakan, persyaratan izin tambahan bagi 

nelayan luar yang akan menangkap ikan di 

perairan Lombok yang jika dilanggar maka 

pelaku akan dikenakan sanksi, beberapa di 

antaranya adalah sanksi berupa denda, 

pembakaran alat tangkap, hingga 

pemukulan massa tapi tidak sampai mati 

(Ayunda et al. 2014; Waspodo et al. 2021). 

Hukum Adat Masa Ombo di Sulawesi 

Tengah 

Masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah 

terkenal dengan kemampuannya dalam 

pelestarian hutan, perairan Danau Lindu, 

pantangan atau pamali dalam bertutur atau 

berucap, dan upacara adat lainnya dengan 

terus melaksanakan hukum adat yang 

disebut dengan nama Masa Ombo. Masa 

Ombo merupakan kearifan lokal 

masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah yang 

berbentuk larangan menangkap ikan 

dalam bentuk pantangan atau tabu 

menangkap ikan pada masa atau waktu 

tertentu. Hukum adat Masa Ombo 

bertujuan untuk mengatur dan mengontrol 

populasi ikan agar tetap stabil. Ombo terdiri 

atas: Ombo Ngiki, Ombo Suaka, dan Ombo 

Pemerintah (Saleh 2013; Damono et al. 

2020). 

Ombo Ngiki yaitu pantangan 

menangkap ikan di danau, waktunya 

sampai tiga bulan. Diberlakukannya Ombo 

Ngiki juga bermanfaat untuk mengontrol 

populasi ikan di danau. Ombo Suaka 

berlaku selama 40 hari jika ada salah satu 

keluarga Madika (bangsawan dan 

keluarganya) termasuk tokoh adat yang 

dihormati dan dituakan di desanya 

meninggal dunia, maka hanya dibatasi 

wilayah penutupan di lokasi penangkapan 

ikan, sesuai daerah atau tempat tinggal 

madika tersebut. Pada Ombo Pemerintah 

berlaku pelarangan penangkapan ikan jika 

dianggap bahwa Danau Lindu benar-benar 

dalam kondisi rusak yang sangat parah 

selama dua bulan, sehingga pemerintah 

dan warga masyarakat setempat dapat 

berupaya untuk memulihkan kondisi 

perairan Danau Lindu (Suparta 2022). 

Dalam tradisi Masa Ombo, masyarakat 

yang melanggar ombo disebut Pacunda 

Ombo. Sanksi yang diberikan kepada 

Pacunda Ombo berupa teguran secara 

langsung dari pemuka adat, diyakini bahwa 

pelanggaran ombo berakibat kena bala 

seperti, sakit atau meninggal dunia hingga 
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diwajibkan membayar seluruh biaya 

upacara adat pemakaman yang telah 

dikeluarkan (Siombo 2011; Suparta 2022) 

Upaya melestarikan hukum adat di 

Indonesia 

Besarnya manfaat yang diperoleh dari 

berjalannya hukum-hukum adat dalam 

upaya konservasi sumber daya alam dan 

hayati di Indonesia tidak seharusnya 

menjadi hal yang diabaikan oleh 

Pemerintah. Sebagaimana yang tertulis 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VI 

tentang Pemerintahan Daerah dalam 

Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan 

bahwa Negara mengakui dan 

menghormati satuan-satuan pemerintahan 

daerah yang bersifat khusus atau bersifat 

istimewa yang diatur dengan undang-

undang. Peraturan perundang-undangan 

ini seharusnya menjadikan keberadaan 

budaya berikut hukum-hukum adat yang 

berlaku tetap memiliki wadah agar 

keberadaannya dapat lestari. 

Upaya melestarikan kebudayaan adat 

beserta hukum-hukum adatnya dapat 

diwakili dengan menghadirkan peran 

Pemerintah Daerah di masing-masing 

wilayah adat dalam mempromosikan dan 

melindungi keberadaan masyarakat adat 

beserta aturan-aturan adat dalam bentuk 

aturan perundang-undangan yang 

disepakati dan dilaksanakan bersama, 

menggabungkan beberapa aturan adat ke 

dalam aturan Negara agar tidak muncul 

tumpang tindih dalam hukum, dan 

sebagainya (Sahara dan Susanto 2023; 

Vindy dan Surbroto 2024).  

Adapun upaya yang sudah 

dilaksanakan adalah dengan 

menggabungkan hukum adat sasi ke 

dalam Undang-Undang No 5 tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria (Hukum Agraria) di Indonesia, 

dikhususkannya pelaksanaan aturan 

pengelolaan wilayah laut oleh Panglima 

Laot dengan perincian aturan seperti yang 

tertulis dalam Qanun Aceh No 9 Tahun 

2008 dan Qanun Aceh No 10 Tahun 2008, 

menggabungkan hukum adat awig-awig 

dalam peraturan desa seperti yang terjadi 

di Desa Gili Indah, Lombok Utara yaitu 

hukum adat awig-awig dirangkum dan 

digabungkan dalam Peraturan Desa Gili 

Indah Nomor 4 Tahun 2014, serta 

dibangunnya sebuah kawasan Taman 

Nasional Lore Lindu sebagai salah satu 

bentuk menggabungkan hukum adat 

masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah 

dalam menjaga sumber daya alam dan 

hayati di sekitar area Danau Lindu (Siombo 

2011; Waspodo et al. 2022; Suriyani, 

Hayati, dan Zainuddin 2023; Vindy dan 

Surbroto 2024). 

 

KESIMPULAN 

Indonesia merupakan negara yang tidak 

hanya kaya akan keanekaragaman hayati 

namun juga budaya yang saling 

bergantung satu sama lain. Keberadaan 

budaya tradisional cukup berhasil dalam 

mengatur upaya konservasi sumber daya 

alam dan hayati, dilengkapi dengan 

keberadaan kepala suku, para petinggi 

suku, aturan-aturan adat, serta sanksi-

sanksi yang diberikan sesuai dengan 

tingkat pelanggaran menjadikan 

masyarakat adat terbiasa untuk menjaga 

kelestarian alam. Seperti halnya yang telah 

berlangsung di beberapa tempat di 

Indonesia, yaitu hukum adat Sasi di 

Maluku, Laot di Aceh, Awig-awig di 

Lombok, dan Masa Ombo di Sulawesi 

Tengah terbukti berhasil menjaga 

kestabilan stok hayati di wilayah adatnya. 

Adanya arus globalisasi tentu saja sangat 

meresahkan masyarakat adat, karena 

adanya budaya baru yang terlihat lebih 

menarik bagi para pemuda menjadikan 

budaya-budaya lama mulai ditinggalkan. 

Kondisi ini tidak hanya menyebabkan 

keberadaan masyarakat adat semakin 

bias, tetapi kestabilan stok hayati di 

wilayah adat juga semakin berkurang 

akibat tingginya upaya eksploitasi. Oleh 
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karena itu beberapa upaya yang telah 

dilaksanakan demi meminimalisir dampak 

dari eksploitasi berlebihan akibat hilangnya 

peran masyarakat adat dalam menjaga 

wilayahnya, Pemerintah tidak jarang 

menggabungkan beberapa aturan adat ke 

dalam aturan Negara, seperti 

menggabungkan hukum adat sasi ke 

dalam Undang-Undang No 5 tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria (Hukum Agraria) di Indonesia, 

dikhususkannya pelaksanaan aturan 

pengelolaan wilayah laut oleh Panglima 

Laot dengan perincian aturan seperti yang 

tertulis dalam Qanun Aceh No 9 Tahun 

2008 dan Qanun Aceh No 10 Tahun 2008, 

menggabungkan hukum adat awig-awig 

dalam peraturan desa seperti yang terjadi 

di Desa Gili Indah, Lombok Utara yaitu 

hukum adat awig-awig dirangkum dan 

digabungkan dalam Peraturan Desa Gili 

Indah Nomor 4 Tahun 2014, serta 

dibangunnya sebuah kawasan Taman 

Nasional Lore Lindu sebagai salah satu 

bentuk menggabungkan hukum adat 

masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah 

dalam menjaga sumber daya alam dan 

hayati di sekitar area Danau Lindu. 
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